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BUPATI DONGGALA BERHENTIKAN ASN DAN PULUHAN PHL 

 

Sumber:https://paluekspres.fajar.co.id 

 

Bupati Donggala, Drs Kasman Lassa, SH, MH kembali memberhentikan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Pemberhentian tersebut atas permintaan sendiri sebagai 

ASN dan ada diberhentikan sementara karena tersandung kasus hukum. 

Mohammad Irwan, unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Donggala atas permintaanya sendiri untuk diberhentikan sebagai ASN. Irwan 

dengan sukarela minta diberhentikan.  

Sementara ASN yang diberhentikan sementara dari unit kerja Dinas Sosial Kabupaten 

Donggala antara lain, Drs. Budi Patarai, M. Si, Abdul Haris Moh. Nur, ST, Arsad P. Entedaim, S. Sos, 

dan Kaharuddin. Satu nama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala atas 

nama Mohamad Rizal, S. Sos. 

Bupati Kasman Lassa juga memberhentikan 12 orang PHL yang bekerja pada unit Bagian 

umum dan tata usaha sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, atas nama Putri Lili Heldawati, M. 

Kes, Faiza Ahmad, S. Pdi, Mirsad. K, Ria Fitriani, SKM, Hildawati, S. Sos, Ice, S. Sos, Fitri Lasiuta, 

Maya Febriana, S. Sos, A’yun fatma juli, S. Hut, Nova Ariyanti, S. SI, dan Rini Arlin, SH. 

“Diperlukan ASN dan PHL yang berdisiplin tinggi dan berkemampuan melaksanakan tugas secara 

profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan,” tegas bupati Kasman dalam sambutannya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://paluekspres.fajar.co.id, “Bupati Donggala Berhentikan ASN dan Puluhan PHL”, Rabu, 24 

Juli 2019. 

2. https://metrosulawesi.id, “Belasan ASN Donggala Diberhentikan”, Kamis, 25 Juli 2019. 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan 

antara lain: 

a. Pasal 238 

(1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk paling 

lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan 

dinas. 

(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila: 

a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; 

b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan 

pelanggaran disiplin PNS; 

d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin 

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau 

f. alasan lain menurut pertimbangan PPK. 

b. Pasal 247 

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang 

dilakukan tidak berencana. 

c. Pasal 248 

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: 

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; 

b. mempunyai prestasi kerja yang baik; 

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan 

d. tersedia lowongan Jabatan. 

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan 

Jabatan. 
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d. Pasal 249 

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang 

bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak 

menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila 

tersedia lowongan Jabatan. 

(3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan 

hormat. 

(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah 

berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat. 

e. Pasal 250 

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; 

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 

f. Pasal 251 

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

a. hukuman disiplin ringan; 

b. hukuman disiplin sedang; dan 

c. hukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan 
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c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

c. pembebasan dari jabatan; 

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 


